5 Penutup

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengukur dan menganalisa

derajat desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia, dan menganalisis pengaruh
derajat desentralisasi fiskal terhadap penyediaan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Dari kedua tujuan tersebut, kesimpulan yang didapatkan dalam

penelitian ini dirangkum menjadi beberapa poin:

. Secara umum kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi
fiskal yang dilihat melalui kemandirian fiskal di Indonesia pada tahun 2011-2019
masih dalam kategori rendah dan sangat rendah. Pada perhitungan derajat
desentralisasi fiskal provinsi yang mendapatkan kategori yang baik hanya DKI
Jakarta dengan ratio sebesar 68%. Selain adanya provinsi yang mendapatkan
kategori cukup, ada juga daerah yang mendapatkan kategori sangat rendah yaitu
provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki ratio 4%. Rendahnya derajat
desentralisasi fiskal ini mengindikasikan bahwa kemandirian daerah yang dilakukan
masih rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan
desentralisasi fiskal masih kurang maksimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat
menggali potensi yang ada dimasing-masing daerah sehingga dapat membuat
masing-masing daerah dapat tercapainya kemandirian daerah.

. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa dengan melakukan kebijakan
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga
tidak sesuai dengan teori federalisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal tidak
memiliki hubungan signifikan dengan pertumbuhan dikarenakan masih banyaknya
daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Banyaknya daerah
yang masih tertinggal membuat derajat desentralisasi fiskal masih belum mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi.

. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang digunakan untuk mencegah
perhitungan bias. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, seperti:
tenaga kerja, investasi, dan human capital. Pada penelitian ini variabel investasi
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel
tenaga kerja dan human capital tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonmi. Investasi pada penelitian ini mempunyai pengaruh, sesuai dengan teori
pertumbuhan ekonomi endogen dan solow. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak

37



dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi tidak hanya butuh jumlah tenaga kerja tetapi masih banyak
faktor yang dapat mempengari pertumbuhan ekonomi, seperti: usia, pendidikan,
dan produktivitas. Untuk human capital tidak signifikan karena tingkat pendidikan
tidak selalu sesuai dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerjaannya,
sehingga tidak ada perbedaannya antara orang yang memiliki tingkat pendidikan
tinggi atau rendah jika mengerjakan suatu pekerjaan yang sama.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka, saran yang dapat diberikan adalah dapat

meningkatkan kemampuan daerah dalam hal keuangan daerahnya sendiri jangan
mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan
keuangan daerah, daerah dapat ditingkatkan melalui PADnya. Peningkatan PAD
dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana transfer untuk pembangunan yang
tepat sasaran, seperti mengembankgan komoditi unggulan yang ada di daerah.
Diharapkan dengan meningkatnya PAD maka dapat membuat desentralisasi fiskal
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saran untuk penelitian selanjut dapat
menggunakan metode perhitungan yang berbeda dalam mengukur desentralisasi

fiskal dikarenakan pada metode ini melihat dari sisi kemandirian daerah.
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